WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUFANG
NROMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSIINAN ORGANISASIL, TUCAS DAN FUNGSI SERTA TATA

Menimbang

Men gingal

i

K ERJA SERRETARIAT DPRD
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAILA ESA

WALIKOTA KUPANG,

hahwa untuk melalsanakan ketentuen Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayapunaen Aparatur Negarsa dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 iemiang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pads  Instansi Pemernintak  untulk
Peniyederhanaan Dirokrasi, periu menelapkan Peraturan
Walikora tentang Kedudukan, Susunan CGrganisasi, Tugas
dan Fungs: serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota
Kupang;

L Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Nepara
Republik Indonesia Tahun 1945;

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Kupang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun %96
Momor 43, Tambahan Lembaran Negama Republik
Indonesia Nomer 3633);

3 Undang-Undang Nomar 23 Tabun 2014 tentang
I’emerintahem Daerah [Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomeor 244 Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indomnesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubal beberapa ka.}; terakhir



dengen Undang-Undsng Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kera (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373
Peraturan Pemerimiah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
FPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indontesia Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara FRepublik Indonesia Nomor 5887)
schagaimana telah diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016
fentang Perangkat Deemh [Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6402);
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhansan Birokrasi
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturgn Daersh Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentulkan dan Susunan Perangkat Daerah
Kotz Kupang (Lembaran Daerah Kola Kupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 273 sebagaimana telah diubah
beberapa kal terskhir dengan Peraturan Daeran Kaia
Hupang Nemor & Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomer 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 3Susunan
Perangkat Daersh Kota Kupang (Lembaran Daerah
Kola Kupang Tahun 2019 Nomor {6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 283);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA  TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASL TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.

2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintab Kota Kupang.

3. Walikota adalah Walikota Kupang.

4. Dewan Perwakilan Raicrat Dasrah yvang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rpkyat Daerah Kota Kupang.

5. Selretariat Daerah selanjuinya disebut Setda adalsh Sckretariat Daerah
Kota Kupang.

6. Sekretaris Daerah, selanjuimya disebut Sekda adalah Seloretaria Daerah
Kota Kupang.

7. Bekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretarint DPRD adalah Sekretariat DRPD Kota Kupang,

A Jabatan Fungsicnal adalsh sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayaran fungsional yang berdasarkan pada
keahlign dan keterampilan tertentu.

9. Pejgbat Fungzional adalah Pegaws: ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Pemerntat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelempok Jabatan Fungsional
pada Selaetariat DPRD Kota Kupang.

AR T
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasat 2
(1}Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DFRD.

A



(2) Sckretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada aval (1) dipimpin oleh

seorang Sekretaris DPRD yang delam melaksanakan tugasnya secara
teknis  operasional berade dibawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanpgpung jawab kepada
Waliikota melalui Sekretans Daerah.

(3} Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mempunyat rugas

(%)

(1)

[2)

[3)

4]

menyelenggarakan  adminislrasi  kesekretariatan dan keuangan,
mend ukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyedinken dan
mengeoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya scsual dengan kebutuhan.

Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas Sthagaimana dimaksud
pada avat (3] menyelenggarakan fungsi ;

a, penyélenggaraan administrasi kesekretaniatan DPRD,

b penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

¢ fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan penpgoordinasian 1=naga ahli yang diperlukan DPRD,

Pasal 3
Sekretariat DPRD schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat |1
merupakan Tipe B dengan susunan crganisesi terdiri aias :
a. Bekretaris DPRD:
b, Sekretariat, dengan 1 {satu] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
¢ Bagian HKettangan;
d. Bagian Rapal, Reses, dan Produk Hukum; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional
Masing-masing Bagian dipimpin olch Kepala Bagian vang berads di
bawsh fan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
Sub Bagan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
Bagan Susunan Struktur Organisasi scbagaimans dimaksud pada ayat
|1) tercantum dalam Lampiran dan merupsakan bagian tidak terpisahkan
gari Peraturan Walikota ini



BAB i1
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4
(1) Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan
tugas sekretariat di linglkup tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga
dan perlengkapan, protokol dan publikasi.
(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pads ayat {1), Bagian
Umum mempunyvai fungsi:
a penyelenggaraan ketatausahaan;
Iz pengelolaan kepegawaian;
penvelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
pengevaluasian pengadaan barang dan jesa;
penydenggaraan hubungan masyarakat;
penyvelenggaraan publikasi;
penyelenggaraan kepretokoleran; dan

=~ T S < R - Y ¢

meleksanekan tugas kedinasan lamnya yang diberikan olch atasan,

Pagal 5
(1) S8ub Bagian Tata Usaha dan Kepegawsian, mempunyai tugas
melaksanakan sshagian tugas Beghn Umum & lingkup Tata Usaha dan
Kepegawaiarn.
(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimeksud padas ayat (I, Sub
Bagian Tala Usaha dan Kepegawsian mempunyai fupngsi:
a melaksanakan ketatausahaan naskabh dinas sekretariat DPRD dan
pimpinan;
k. melaksanakan kearsipan;
¢, menyusun administrasi kepepawaian ;
d menyusun rencana kerjia operasional kegiatan pelavanan administrasi
kepegawaian, dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lainnyva yang diberikan oleh atasan

Pasal &
(1) Bagan Keuangan mempunsai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan
kegiatan Program dan anggaran, Perbendaharaan, verffikasi dan
Pela poran.

H



(1]

{2}

(2

Untuk melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud pada ayat [l
Bagman Keuangan mempunyai [Ungsi:

men yusun perencanaan anggaran;

mengevaluasi bahan perencanaatl anggaran:

menyelenggarakan penatausahaan kcuangan;

B RO B

meiakganakan pengelolaan kﬁuéﬂgan Pimpinan, Anggota dan
Serketarint DPRD;

mengloordinasikan pengelolaan atggaran;

memverifikasi perencanaan kehutuhan rumah taoges;

memvenfikas) kebutuhan periengkapan Sekretanat DPRD;

o thon

memverifikasi pertangpungjaivaban keugangan;

0

mengevaluasi laporan keuangan;

. melaporkan kinerja;

k mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan:
1. menpevaluasi pengadministrasian dan akuntasi keuangan; dan

m melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Bagian Rapat, Resses dan Produlc [ukum mempunyai mgas melaksanakan,

mengkoardinasikan kegiatan Kajian Perundang - Undangan, Persidangan

dant Rigalah, Fasilitasi Kerjasama Reses dan Aspirasi

Untulc melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1], Bagian
Rapat, Reses dan Produk Hukum mémpunyai fungs::

a
u

C

menvelenggarakan kajan perundang-undangan;

menfasilitasi penyusunan Naskah Akademik;

memyerifikagi, mengevaluasi dan mmenganaligis produk penyusunan
peraturan perundang-undang: o

mengumpulkan bahan penyiapan draft Perda Inisiatif;

memverilikasi, mengkoordi irasikan dan  mengevaluasi pembahesan
Perda;

memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapatl
pembahasan Perda;

memveriiikasi, mengkoordi nasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris
Masalah [DIM);

menyelengparakan permidanpgan;

menrusun risalah;

X



(1

]

(1)

3 memfasilitasi, memverifikasi, mengloordinasikan dan mengevaluasi
pembahasan KUA PPAS, APBD / APBDP;

& memfasiiitasi, memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi
pembahasan perdapertangu ngiawaban keuangan;

1 memfasilitasi, memverifikes, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
jaringen aspirasi masyasrakat;

m. memfasilitasi, mengkoordinasikzn l:h_n mengevaluasi rumusan rapat
dalam rangka pengawazan;

n, memfasilitasi, memverifikasi, menpkoordinasikan dan mengevaluasi
rapat internal DPRD;

o. memfagilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan  mengevaluasi
pelakksanaan penegaken kode etic DPRD;

p. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluesi
dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

q memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
pengawasan pelaksanaan kebijalean;

r. memfasilitasi, memverifikasi, menghkoordinasikan dan mengevaluasi
pokok pikiran DPRD;

& membagilitasi, memverii lasl, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kerja

sams; dan

t  mdaksiywakon tupgas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

SAR W
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8
Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretarial DPRD bersifat tekmis sesuai
keshlian dan kebutuhan.

Kelornpols Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat |1 terdiri
dari sejumiah tensga jebsran fungsional wang terdapat dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (2)
ditenmulcan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai
dengen peraturan perundang-undangan.

Pazal O
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara

langsung kepada pejabat tinggl madya, pejabat pimpinan tinggl pratama,

Al |



(2

pejabal administraior, atau pejabat pengawas vang memiliia keterkaitan
dengan pelaksanaan tupas Jabatan Fungsional

Penentuarl berkedudulcan dan bertanggung jawab secam  Janggunpg
sebagatmana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur
organisasi.

(3 Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin cleh Sub  Koordinator Jabatan

Fungsional yang ditela pkan oleh pejabat Pembina kepegawaian alas Usulan

pejabat yvang berwenang.

(4} Sub Kocordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3] melaksanalkan tugas

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan pada satu kclompok substansi pada masing-
masing pengelompokan fungsi jabatan administrator

[5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada myat (4), terdini atas:

a sub kogrdinator substansi rumah tangga;
sub kpordinalor substansi bagian humas, profokol dan puhlikasi;

sub koordinalor subslansi bagian program dan anggaran;

£ o0 o

sub koordinator substansi perbendaharaan;

sub koordinator substansi begian verifikesi dan pelaporan;
sub knordinator substansi kajan perundang-undangan;
sub koordinator substansi persidangan dan risalah; dan

sub leoordinator substansi fasilitasi kerjasama, reses dan aspirasi:.

F@mom oo

AT W1
TATA KERJA

Fasal 10

(1} Dalam melaksanakan tugasnya, sctap unsur orgarigasi wajib menerapkan

prinsip koordinasi, mtegrasi dan sinkromisasi bak dalam lingkungan
TESINE-mAasing maupun anlar saluan organisasi di ingkungan pemerintah
daerah serta dengan instanat lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan

tugas masing-masing.

(2} Setap unsur organisasi wajib mengawasi bawahanni/a masing-masing dan

hila rerjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap unsur organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan

mengkoorlingsikan bawahannya  masing-mesing  dan  memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanazn tugas bawahannys,

At



[4) Settap upsur organisasi wajib mengikuri dan mematithi petonjuk vang
diberikan dan bertanggungiawab hkepada atasan masing-masing sevin
menylapkan dan menyampaikan laporan ‘hadk insidentil maupun berkals
pada wakfunya. :

(5] Setiap laporan veng diterima nleh setiap unsur orgamsasi wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawshan.

(6] Setiap laporan vang dissmpaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnye yang secara fung:sional
mcempunyal hubungan kerja.

(7Palam  melaksanakan tugas, setiap uUnsur organisasi dalm lingkup
organisesi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangkas

pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB ¥II
KETENTUAN FERALIHAN

Paaal 11
Pada saal Peraturan Walikota ini mulei berlaku, pejabat vang ada tetap
melaksanakan tugasnys sampei dengan  ditetapkan pejebal yang baru
herdasarkan Peraturan Walikota ini.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada ssat mulai berlekunya peraturan Walikota inil, Peraturan Walikota
Kupang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunuan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serte Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Kupang (Berita
Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 223] dicabut dan dinyatakan tidak

beriaku.

Pasal 13
Peraturan Walikota inl mulal berlaku pada tanggal diundsagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempalannya dalam Berita Deerah Kota Kupang

UwEEwaU di Kupang
pada al 31 Desenjber 2021

fﬂbrﬁ A KUPANG,

s JEFINSTSON E: RIWU KORE

Diundangkan di Kupeang
pada tanggal 31 Desember 2021

mﬂ%%@zn A

% h..ﬁ._.ﬂmﬂhd FUNAY

BERITA DAERAM KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 549




LAMNPIRAN PERATURAN WALIHOTA
NOMOR 32 TAHUR 2011
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISABI

BEKETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH

KOTA KUPANG
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